
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 ter tang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1958 Nomor 122, Tambaban lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Dompu ten tang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020;

BUPATIDOMPU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIDOMPUNOMOR05 TAHUN2020
TENTANGTATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIAN

DANADESASETIAPDESAOIKABUPATENDOMPU
TAHUNANGGARAN2020

TENTANG

PERATURANBUPATI DOMPU
NOMOR 13 TAHUN2020

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSATENGGARABARAT
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Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomro 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 78);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Pasal2
(3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan anggaran sebesar
Rp. 181.634.000,- (seratus delapan puluh satu juta
enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada
desa tertinggal dan sangat tertinggal yang
mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(4) Pagu Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada 8 (delapan)
Desa masing-rnasing anggaran sebesar Rp.
144.096.000,- (seratus empat puluh empat juta
sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan kinerja
terbaik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor
05 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten
Dompu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2020 Nomor 229) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), diubah sehingga
pasal2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
DOMPUTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2019 Nomor 10);

Menetapkan
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ERITA DAERAH KABUPATENDOMPU TAHUN 2020
NOMOR: 237

BUPATIDOMPU,

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 03 Pebruari 2020

Pasal II
Peraturan Bupati im rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Pasal4

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagairnana
dirnaksud dalarn pasal 4 ayat (1) dihitung
berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan
Republik Indonesia tentang Daftar Desa Penerirna
AlokasiAfirmasidan AlokasiKinerja Tahun Anggaran
(TA)2020.

2. Ketentuan pasal 4 ayat (2), diubah sehingga pasal 4 ayat
(2) berbunyi sebagai berikut :



PeDetapan RlDclan DaDa Della Setlap Della dI KabupateDDompu blulD 2020

LAMPIRAlt :
PERATURAlf BUPATIDOIIPU
NOldOR: f~
TEJlTANG PBRUBAHANATAS PERATURAlf BUPATI DOIIPU NOldOR 06 TAHUN:1000
TEJlTANG TATA CARAPBIIBAGIAN DANPUBTAPAl'l RDCIAN DANADBSA
SETIAP DBSA DI K.ABUPATBJIDOIIPU TAIIUlf ANGGARAN:1020


